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SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa  dengan  akan berakhirnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode
2010-2014 dan guna melaksanakan salah satu tugas
pengawasan lintas  scktoral, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan
cvaluasi atas efektivitas capaian program prioritas
nasional bidang penanggulangan kemiskinan untuk
mendapatkan gambaran efektivitas program serta
dapat memberikan masukan strategis kepada

Pemerintah;

. bahwa agar kegiatan evaluasi dapat mencapai hasil

yang optimal dan untuk menjamin transparansi,
mutu, keseragaman prosedur evaluasi dan pelaporan
hasil evaluasi cfektivitas capaian program prioritas
nasional bidang pcnanggulangan kemiskinan, perlu
disusun pedoman pelaksanaan evaluasi program

penanggulangan kemiskinan,;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Kcuangan dan

Pembangunan...



Mengingat

Pembangunan tentang  Pedoman Pelaksanaan

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Pcrimbangan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan...



10.

11.

12.

13.

16.

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

Nomor 4890);

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden  Nomor 103 Tahun 2013  tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemcrintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit  Organisasi dan Tugas Esclon [ Lembaga
Pemerintah Non Dcepartemen sebagaimana tclah
beberapa  kali diubah  terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-
080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

sebagaimana...



Menetapkan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANCGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 1

Pedoman Pclaksanaan Evaluasi Program
Penanggulangan  Kemiskinan dimaksudkan  sebagai
landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan kegiatan
evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada
Instansi Pemerintah Pusat dan Dacrah selaku pelaksana

program.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan,

dan pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Pecnanggulangan

kemiskinan...



Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan ini dengan pcenempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Scptember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1427

Salinan sesual dengan aslinya,

Kepala Bij Hukum dan Hubungan Masyarakat

TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001



